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BAB II

(ICPO – INTERPOL) SEBAGAI ORGANISASI INTERNASIONAL


Kejahatan narkotika dan obat-obatan terlarang  termasuk dalam kategori kejahatan internasional. Hal ini dikarenakan kejahatan ini dapat ditemukan hampir di seluruh dunia dan para pelaku dapat berada di negara lain setelah melakukan kejahatan, tidak jarang pula pelaku tersebut justru berasal dari negara lain. Bahkan tidak jarang kejahatan narkotika dan obat-obatan terlarang melibatkan suatu kerjasama sindikat pengedar narkotika dan obat-obatan terlarang internasional.


 Salah satu organisasi internasional yang bergerak dalam bidang pemberantasan kejahatan internasional adalah (ICPO – Interpol), dimana dalam menjalankan tugasnya memerlukan kerjasama dengan NCB  negara anggota.

A. Latar Belakang Lahirnya (ICPO – Interpol)

(ICPO – Interpol) didirikan di Eropa, karena memang negara-negara di benua tersebut memiliki batas antar negara yang berdekatan dan para kriminal dapat berada di salah satu dari empat negara tersebut setelah melakukan suatu kejahatan, misalnya setelah melakukan kejahatan di Perancis, lalu ia lari ke Belgia. Namun untuk dapat menangkapnya negara-negara yang terkait mengalami kesulitan sebagai akibat hambatan-hambatan baik yang bersifat yuridis maupun prosedur karena tidak mungkin ada “Polisi Internasional”. Dalam hubungan ini, merupakan kenyataan bahwa tiap negara berkepentingan untuk melaksanakan peradilan pidana sesempurna mungkin.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa untuk menghadapi gejala internasionalisasi kejahatan, maka negara-negara dalam tugasnya untuk melaksanakan hukum pidana masing-masing memiliki hambatan yang bersumber kepada keterbatasan kewenangan dari negara tersebut dan atas dasar alasan tersebut, negara merasakan urgensinya untuk mengadakan kerjasama antar negara dalam usaha memberantas kejahatan internasional.39 

Maka pada tahun 1914 diselenggarakanlah kongres internasional pertama Polisi kriminal di Monaco yang diprakarsai oleh Pangeran Albert I Monaco. Kongres tersebut dihadiri oleh para perwira polisi, hakim-hakim, dan para sarjana hukum dari 14 negara dan membicarakan mengenai pembentukan kantor catatan kriminal internasional dan menselaraskan prosedur ekstradisi. Namun dengan meletusnya Perang Dunia I, maka rencana tersebut tidak dapat dilaksanakan.

Pada tahun 1919 setalah Perang Dunia I, tingkat kejahatan di Eropa sendiri semakin meningkat sehingga Kolonel M.C. Van Houten dari Kepolisian Kerajaan Belanda mengulangi cita-cita kerjasama kepolisian tersebut dengan mengusulkan agar diadakan konferensi lagi. Hal tersebut ditanggapi oleh Johan Schober, Kepala Kepolisian dari salah satu negara yang tidak terpengaruh dampak kejahatan tersebut yaitu Austria. Kemudian ia mendapatkan dukungan dari pemerintahnya untuk mengumpulkan perwakilan polisi-polisi dari negara lain pada tahun 1923.

Maka para perwakilan dari 20 negara, antara lain Austria, Denmark, Mesir, Perancis, Jerman, Yunani, dan Hongaria bertemu untuk mendiskusikan masalah-masalah yang mereka hadapi, dan pada tahun itu pula International Criminal Police Comission (ICPC) didirikan. Markas besar pertama ICPC berada di Wina, dengan Johan Schobber sebagai presidennya. Dari tahun 1923 sampai 1938 organisasi ini semakin berkembang.

Pada awalnya badan kerjasama ini termasuk badan kerjasama Internasional non - pemerintah. Namun pada tahun 1938 ketika Nazi menduduki Austria mereka juga mengambil alih ICPC. Semua dokumen-dokumen yang ada di ICPC diambil dan dipindahkan ke Berlin. Pecahnya Perang Dunia II membuat aktifitas ICPC terhenti, baru setelah Perang Dunia II berakhir pemerintah Perancis menawarkan ICPC untuk memindahkan markas besarnya ke Paris dengan beberapa staf untuk Sekretariat Jenderal yang terdiri dari beberapa petugas polisi Perancis. Pada tahun 1946 tawaran ini diterima oleh ICPC, dan kini organisasi tersebut dapat berjalan kembali, walaupun perlu diadakan reorganisasi secara keseluruhan karena dokumen-dokumennya sebelum perang telah hilang atau dimusnahkan. Sebagai alamat telegrafis dari markas besar pun dipilih kata “Interpol” untuk didaftarkan pada kantor pos Paris. Reorganisasi ini pada akhirnya memutuskan bahwa ICPC menjadi organisasi antar pemerintah.

Setelah itu ICPC semakin berkembang , dan pada tahun 1955 jumlah negara anggota yang bergabung meningkat dari hanya 19 negara di tahun 1946 menjadi 55 negara. Rekonstitusi baru yang lebih lengkap dan modern diratifikasikan pada tahun 1956, yang memutuskan bahwa organisasi ini berganti nama menjadi International Criminal Police Organization dan disingkat menjadi (ICPO – Interpol).

Perkembangan organisasi ini semakin meningkat, dan pada pertengahan 80 - an  jumlah negara yang turut bergabung mencapai lebih dari 125 negara, mewakili semua benua di dunia ini. Pada tahun 1989 Markas Besar (ICPO – Interpol) dipindahkan ke kota Lyon, kini jumlah keanggotaan di Interpol mencapai 182 negara.

B. Maksud dan Tujuan (ICPO – Interpol) 


Organisasi ini didirikan dengan tujuan untuk memudahkan koordinasi pengusutan dan menindak kasus kejahatan di masing-masing negara, jika berkaitan dengan negara lain. Adapun visi dari (ICPO – Interpol) ini adalah untuk membantu menciptakan dunia yang lebih aman dimana mereka menyediakan berbagai pelayanan penting yang unik bagi komunitas penegak hukum untuk mengoptimalkan usaha internasional dalam memerangi kejahatan.


Nilai-nilai yang menjadi bahan pertimbangan organisasi ini adalah penghargaan pada hak asasi manusia, integritas, komitmen pada kualitas, ketersediaan, semangat kerja, penghargaan untuk uang, dan dapat dipertanggungjawabkan.40 Dimana diharapkan para anggota organisasi ini menjunjung tinggi nilai-nilai yang menjadi dasar dari (ICPO – Interpol).


Tujuan utama (ICPO – Interpol) adalah untuk menjadi salah satu organisasi yang mampu mendukung seluruh organisasi lain, pemerintah (otoritas) dan dinas-dinas yang bertugas untuk mencegah atau mendeteksi kejahatan internasional di dunia.

Hal ini dapat dicapai dengan :

1. menyediakan pandangan global dan fokus regional 

2. menukarkan informasi dari waktu ke waktu yang akurat, relevan, dan lengkap

3. mengkoordinasi aktifitas-aktifitas operasi gabungan dari negara-negara   anggota

4.   menyediakan cara, ahli, dan pelatihan baik

            (ICPO – Interpol) beraksi berdasarkan permintaan yang jelas serta pengharapan dari organisasi-organisasi, pemerintah-pemerintah, dan dinas-dinas tersebut, sambil tetap bersiaga terhadap perkembangan-perkembangan yang berlangsung agar selalu waspada dalam mengantisipasi permintaan selanjutnya.

C. Keanggotaan (ICPO – Interpol)


Jumlah negara anggota (ICPO – Interpol) sekarang mencapai 182 negara, termasuk Albania dan Zimbabwe, yang membuat keanggotaan organisasi ini merupakan kedua terbesar setelah PBB.


Keanggotaan (ICPO – Interpol) ini terbuka untuk semua negara yang cinta damai yang menerima kewajiban-kewajibannya, dan berdasarkan pertimbangan organisasi mau dan bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut.


Pada dasarnya (ICPO – Interpol) menerima semua negara yang ada di dunia untuk menjadi anggotanya, dimana setiap negara dapat mewakilkan kepada badan kepolisian yang berwenang dalam rangka kegiatan organisasi. Namun negara tersebut harus mengajukan permohonan menjadi anggota kepada Sekretaris Jenderal oleh penguasa negara yang berwenang, kemudian keanggotaan tersebut harus disetujui oleh dua pertiga suara dalam Sidang Umum.

D. Prinsip Kerjasama (ICPO – Interpol)


Kerjasama kepolisian internasional dalam wadah Interpol selalu dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip penuntun sebagai berikut :

1. Menghormati Kedaulatan Rakyat

Kerjasama didasarkan kepada tindakan yang diambil oleh kepolisian negara anggota, dilaksanakan dalam batas dan undang-undang negara masing-masing.

2. Penegakan Hukum dari UU Kejahatan

Setiap negara anggota dapat bekerjasama dengan negara anggota lainnya dan faktor geografi atau bahasa tidak boleh merintangi kejasama.

3. Persamaan diantara Semua Negara Anggota

Semua negara anggota diberikan pelayanan yang sama dan mempunyai hak yang sama tanpa mengindahkan kontribusi keuangan kepada organisasi.

4. Kerjasama dengan Badan-Badan Lain

Kerjasama diperluas melalui NCB dengan badan-badan yang bertugas di bidang penanggulangan kejahatan negara masing-masing.

5. Metode Kerja Fleksibel

Walaupun telah diatur oleh prinsip-prinsip untuk menjamin keteraturan dan kelanjutan kerjasama, metode kerja adalah fleksibel dengan memperhitungkan perbedaan-perbedaan struktur dan situasi suatu negara anggota.

Berdasarkan prinsip-prinsip ini berarti (ICPO – Interpol) bukan merupakan tim detektif yang mempunyai kewenangan supranasional yang bergerak keliling dunia mengadakan penyidikan ke berbagai negara.

Kerjasama kepolisian internasional tergantung dari kegiatan koordinasi diantara kepolisian negara-negara anggota, dimana semua negara dapat saling meminta atau memberikan informasi atau pelayanan lain dalam masalah-masalah yang diperlukan.

E. Administrasi dan Struktur (ICPO – Interpol)


(ICPO – Interpol) mempunyai dua pimpinan yang saling berhubungan, yaitu Sidang Umum dan Komite Eksekutif. Keduanya merupakan bagian yang terpenting karena mempunyai kekuasaan dalam hal pengambilan keputusan dalam hal pengambilan keputusan dan pengawasan yang mengadakan pertemuan secara berkala. Departemen-departemen yang terdapat dalam Sekretariat Jenderal yang bertanggung jawab dalam implementasi keputusan-keputusan dan rekomendasi-rekomendasi yang disahkan oleh organ tertinggi tersebut serta mempunyai hubungan erat dengan masing-masing National Central Bureau (NCBs) negara anggota dalam rangka melaksanakan kerjasama polisi internasional sehari-hari. NCB yang merupakan badan nasional bertanggungjawab sebagai penghubung antara negara anggota dengan Sekretariat Jenderal.


Adapun struktur organisasi dapat dilihat dari bagan di bawah ini :

Gambar I : Struktur Organisasi (ICPO – Interpol)
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1. Sidang Umum


Sidang Umum terdiri dari delegasi-delegasi yang ditunjuk oleh pemerintah masing-masing negara anggota yang bertemu tiap tahun sekali. Sidang Umum adalah badan tertinggi (ICPO – Interpol) yang mengambil keputusan- keputusan utama seperti kebijaksanaan umum, sumber daya yang diperlukan untuk kerjasama internasional, metode kerja, keuangan, dan program kegiatan. Sidang Umum juga memilih pejabat-pejabat organisasi.


Jadi, secara garis besar Sidang Umum mengambil keputusan melalui mayoritas suara dalam bentuk rekomendasi atau resolusi. Setiap negara anggota yang hadir memiliki satu suara.

2. Komite Eksekutif


Komite eksekutif memiliki tiga belas anggota yang dipilih oleh Sidang Umum dari para delegasi negara-negara anggota.


Presiden dari organisasi dipilih untuk masa jabatan empat tahun. Ia memimpin Sidang Umum dan Sidang Komite Eksekutif, menjamin pelaksanaan keputusan yang telah diambil oleh organisasi dan melaksanakan hubungan yang erat dengan Sekretaris Jenderal.


Tiga Wakil Presiden dan Sembilan Anggota Luar Biasa dipilih untuk masa jabatan tiga tahun. Ketigabelas anggota Komite Eksekutif tersebut dipilih berdasarkan keseimbangan geografi dan harus dari negara-negara yang berbeda.


Komite Eksekutif mengadakan pertemuan tiga kali setahun menjamin pengimplementasian keputusan organisasi, menyusun agenda Sidang Umum, menyetujui program kegiatan, dan mengawasi manajemen Sekretariat Jenderal.

3. Sekretariat Jenderal


  (ICPO – Interpol) beroperasi melalui Sekretariat Jenderal yang mengurusi bidang administrasi dan tekhnikal. Badan ini mengimplementasikan keputusan yang telah diambil oleh Sidang Umum dan Komite Eksekutif, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan dalam rangka penanggulangan kejahatan internasional, membangun pusat informasi tentang kejahatan dan pelakunya serta mempertahankan kontak dengan lembaga-lembaga baik nasional maupun internasional.


Staf dari Sekretariat Jenderal ini dibedakan atas Sekretaris Umum dan staf administrasi dan tekhnikal yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas-tugas organisasi. Kesekretariatan ini dipimpin oleh Sekretaris Umum yang dipilih oleh Sidang Umum untuk masa jabatan lima tahun. Ia bertanggungjawab kepada Sidang Umum dan Komite Eksekutif dalam masalah-masalah umum organisasi dan manajemen keuangan.


Staf Sekjen adalah pejabat-pejabat internasional yang bekerja secara mandiri untuk kepentingan organisasi. Staf tersebut dibedakan atas 3 kategori : 41
a. Pejabat yang diperbantukan oleh pemerintahnya kepada organisasi

b. Pejabat yang ditugaskan oleh pemerintahnya kepada organisasi

c. Pejabat yang dikontrak oleh organisasi yang melaksanakan tugas yang tidak berkaitan dengan bidang kepolisian

Sejalan dengan adanya Perjanjian Markas Besar Baru (New Headquarters Agreement) antara (ICPO – Interpol) dengan pemerintah Perancis, Sidang Umum ke-56 di Nice pada tahun 1987 mengesahkan peraturan staf yang mengatur kondisi-kondisi dari pekerjaan para anggota-anggota staf. Peraturan tersebut menyatakan bahwa apabila ada perselisihan akan diselesaikan melalui Peradilan Administratif Organisasi Buruh Internasional.


Sekretariat Jenderal terdiri dari Kantor Eksekutif dan empat divisi, masing-masing bertanggungjawab terhadap tugas yang spesifik. Kantor Eksekutif, Pengawas Keuangan, dan European Liaison Bureau (Biro Hubungan Eropa) langsung bertanggungjawab pada Sekretaris Jenderal.

a. Kantor Eksekutif

      Unit bantuan tekhnik dan administratif yang membantu pekerjaan Sekretaris      Jenderal dalam tugasnya, terdiri dari Kantor Eksekutif itu sendiri, Bagian Hubungan Masyarakat dan Urusan Sekretariat.

b. Pengawas Keuangan 

      Masalah keuangan adalah tanggung jawab Pengawas Keuangan yang tugasnya menyiapkan anggaran dan menjamin implementasinya sesuai dengan ketentuan dan prosedur organisasi, setelah disahkan.

c. Administrasi Umum (Divisi I)

      Divisi ini bertanggungjawab terhadap pembukuan keuangan organisasi,   memimpin staf, menyiapkan perlengkapan, dan pelayanan umum serta menyiapkan Sidang Umum dan pertemuan-pertemuan lain yang diselenggarakan oleh (ICPO – Interpol), juga membuat dokumen-dokumen organisasi (menerjemahkan, mengetik, mencetak, dan mengirimkan). Divisi ini terdiri dari Sub - Divisi Produksi Dokumen, Pembukuan, dan Keuangan, Keamanan, Pelayanan Umum, Kesejahteraan Anggota dan Sosial, dan Kantor Konferensi dan Misi.

d. Divisi Polisi (Divisi II)

Divisi ini bertanggung jawab untuk mengumpulkan informasi polisi dan menangani kasus-kasus kejahatan internasional. Ia mengatur informasi polisi melalui proses komputerisasi dan sistem arsip elektronik, menjamin bahwa peraturan-peraturan penghapusan internal diterapkan terhadap arsip-arsip, draft pencarian internasional dan ringkasan kasus-kasus kriminal serta mengatur pertemuan-pertemuan dan simposium mengenai kasus-kasus atau topik-topik khusus. Divisi ini terdiri atas European Liaison Bureau, Biro Koordinasi Regional dan empat Sub - Divisi, yang masing-masing menangani area-area spesifik dari kejahatan internasional. Sub Divisi I menangani kejahatan umum (penyerangan orang dan kepemilikan, kejahatan terorganisir, dan terorisme) ; Sub Divisi II menangani bidang kejahatan ekonomi dan keuangan (penipuan, pemalsuan uang, dan dokumen perjalanan, dana yang didapat dari kegiatan-kegiatan kriminal) ; Sub Divisi III menangani lalu lintas perdagangan narkotika dan obat-obatan terlarang dan Sub Divisi IV menangani kejahatan intelijen.

Sub Divisi Intelkrim adalah suatu Departemen yang melaksanakan pekerjaan praktis kepolisian : informasi yang ditujukan bagi NCB-NCB diproses oleh para profesional dengan menggunakan teknologi modern dan canggih. Sub Divisi ini terdiri dari 5 cabang departemen atau seksi yang mengusahakan agar NCB-NCB yang meminta informasi dapat memberikan jawaban secara cepat. Cabang-cabangnya adalah :

1) Cabang Pencarian dan Pemberian Jawaban Berita (MRRB) 

Peran MRRB ini adalah untuk memungkinkan Sekretariat Jenderal dan NCB memproses dan mencatat informasi-informasi kepolisian sesuai dengan Peraturan Perlindungan Data dan Penghapusan Informasi, menjawab permintaan-permintaan yang datang dari NCB tanpa penundaan dan sesuai dengan prinsip-prinsip kerjasama kepolisian internasional dan perlindungan data, fasilitas telekomunikasi, dan proses data dilakukan dengan teknologi modern.

2) Departemen Notice Internasional

Tugas utama departemen ini adalah menyusun dan menerbitkan notices (pemberitahuan/pencarian) atas permintaan NCB-NCB dengan mengutamakan kecepatan pengedarannya. Departemen ini juga turut ambil bagian dalam penyimpanan arsip-arsip yang tercatat dalam departemen. Pencatatan Sekjen dan berita-berita yang diterima sejak 1 Oktober diperiksa secara elektronik dan dalam pengaman disk optical. Departemen ini juga bertanggungjawab untuk memeriksa bahwa peraturan dalam penghapusan informasi kepolisian yang telah dilakukan oleh Sekretariat Jenderal telah ditaati.

3)  Departemen Sidik Jari dan Identifikasi

     Staf ahli departemen ini bertanggungjawab untuk memproses sidik-sidik jari dan foto-foto, dan memperbaharui arsip-arsip tersebut. Departemen ini menggunakan teknologi canggih dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari.

4)  Seksi Pencarian dan Arsip Otomatis (ASA)

      Seksi ini berurusan dengan pengarsipan secara elektronik semua data kriminal yang diterima oleh Sekretariat Jenderal dan dalam mengoperasikan Fasilitas Pencarian Otomatis (ASF). Ini menyebabkan semua NCB dan dinas-dinas resmi dengan misi penegakan hukum memiliki akses langsung ke dalam dan mencari keterangan dalam database informasi yang terseleksi.

5)  Unit Analisa Intelijen Kriminal (ACIU)

      Unit ini dibentuk pada tahun 1963 untuk menyediakan kemampuan pemusatan analisis kejahatan dalam Divisi Polisi. Perannya adalah untuk menyediakan dukungan analisis kejahatan pada Sekjen dan negara-negara anggota Interpol supaya dapat mengembangkan taktik dan strategi intelijen yang diperlukan berhubungan dengan kejahatan internasional, dapat menetapkan jaringan kejahatan lebih akurat, untuk menetapkan prioritas-prioritas pelaksanaan dan untuk merencanakan tindakan pelaksanaan lanjutan yang lebih efektif.

Departemen lain yang termasuk dalam Divisi Polisi ini adalah :

1) European Liaison Bureau (Sekretariat Eropa)

Untuk memperkuat kerjasama antara negara-negara anggota Eropa, Sidang Umum memutuskan pada pertemuan yang ke-54 tahun 1985 untuk mendirikan Sekretariat Eropa dibawah Sekretriat Jenderal. Pada tahun 1988 Sekretariat Eropa diberikan tanggungjawab tambahan dan bertindak sebagai European Liaison Bureau (ELB) supaya dapat menyediakan unit hubungan bagi kawasan Eropa dalam Sekretariat Umum. Tugas utama ELB adalah untuk menyediakan pelayanan kesekretariatan untuk kegiatan-kegiatan Interpol Eropa (contohnya, kegiatan-kegiatan Komite Interpol Eropa dan Konferensi Regional Eropa), membantu dan mendorong semua inisiatif yang ditujukan untuk mempromosikan dan mempererat kerjasama kepolisian diantara negara-negara anggota di Eropa, menyediakan penghubung antara Sekjen dan Komite Interpol Eropa, menjadi kantor penghubung beranekaragam kasus bagi kerjasama kepolisian antara departemen-departemen lain Sekjen dan negara-negara anggota di Eropa, melaksanakan dan mengkoordinasikan aktifitas-aktifitas kelompok kerja untuk menjamin kerjasama tersebut.    

2)  Koordinasi Delegasi Penyelidikan Regional

     Didirikan pada bulan April 1994. Tanggungjawabnya termasuk :

a) Menetapkan elemen-elemen regional yang ada dalam struktur Interpol untuk kerjasama kepolisian yang mungkin berguna    untuk diterapkan di kawasan lain.

b) Mempromosikan penciptaan dan mengkoordinasikan dukungan administratif untuk Komite Regional, mengikuti model Komite Eropa Interpol.

c) Mengkoordinasikan dan mempromosikan kegiatan-kegiatan didalam Biro - Biro Regional dan Sub Regional selain ELB.

d) Meriset permintaan untuk dibentuknya Biro-Biro Regional dan Sub Regional tambahan dan bekerjasama dengan Divisi Urusan Hukum (Legal Affairs), membangun kerangka untuk pendiriannya yang dibutuhkan jika tepat.

e) Bersama dengan Divisi Bantuan Tekhnik, menyediakan fasilitas hubungan untuk pelaksanaan Program Modernisasi Regional diluar Eropa.

f) Mengawasi organisasi dari program aktifitas-aktifitas untuk konferensi-konferensi Regional diluar Eropa.

g) Berhubungan dengan Divisi Bantuan Tekhnik untuk memastikan bahwa tanggapan kepolisian dalam perbaikan tekhnik yang dibuat pada NCBs memuaskan. Termasuk didalamnya mengadakan pelatihan mengenai tipe informasi yang dapat dikomunikasikan melalui jaringan telekomunikasi.

h) Termasuk dalam konteks poin 1 sampai 4 diatas, mempromosikan “good practice” dan mengkoordinasikan implementasi dalam level NCBs dari inisiatif-inisiatif yang muncul dari proyek Interpol 2000. Interpol telah membentuk tiga Biro Sub Regional untuk mengkoordinasikan investigasi kejahatan lebih dekat dengan kawasan yang terpengaruh. Yaitu, Biro Hubungan Narkotika dan obat-obatan terlarang di Bangkok, Biro Sub Regional untuk Amerika Selatan di Buenos Aires dan Biro Sub Regional untuk Afrika Barat di Abidjan.

e.  Urusan Usaha-Usaha Resmi, Pendidikan, Refernsi Umum, ICPR,     Latihan Latihan (Divisi III)

Peran utamanya adalah untuk bertindak sebagai Departemen Hukum, Tanggungjawab Kepala Divisi dan dua Sub Divisi Hukum (satu menangani hukum internasional) yang lain berurusan dengan (hukum publik dan perjanjian) termasuk :   

1) Memberikan opini hukum dan masalah-masalah yang berhubungan dengan aktifitas organisasi dan kerjasama internasional kepolisian.

2) Mengkonsep perjanjian markas besar dan perjanjian-perjanjian lain dengan negara atau dengan organisasi-organisasi internasional.

3) Mengkonsep naskah-naskah undang-undang dan peraturan lainnya.

4) Mempersiapkan kontrak

5) Membantu dalam mengkonsep beberapa resolusi Sidang Umum.

6) Menyediakan pelayanan kesekretariatan untuk Badan Pengawas Pengontrolan Arsip-Arsip Interpol.

7) Memperbaharui surat edaran yang berhubungan dengan prosedur pra penyerahan tawanan yang diterapkan masing-masing negara anggota.

8) Mengkonsep penyelidikan atau laporan-laporan dalam aspek hukum dari kerjasama internasional kepolisian.    

Divisi ini juga bertanggungjawab melalui ICPR dan Sub Divisi Referensi umum untuk :

1) Meriset, menganalisa, dan mengedarkan bahan referensi mengenai trend dalam kejahatan internasional dan peralatan yang disebarkan oleh negara anggota dan institusi-institusi internasional dalam mencegah dan memerangi kejahatan.

2) Menyusun dan mengedarkan statistik-statistik kejahatan internasional.

3) Menerbitkan The Inernational Criminal Police Review (6 issue per tahun).

Tanggungjawab lainnya dari Divisi ini :

1) Mengorganisasi dan menyediakan pelatihan (melalui unit pelatihan).

2) Mempersiapkan beberapa simposium internasional.

3) Mewakili Interpol dalam konferensi-konferensi internasional dan pertemuan-pertemuan dalam bidang hukum atau subjek-subjek kriminologi.

f. Divisi Bantuan Tekhnik (Divisi IV)

Divisi ini bertanggungjawab untuk mempelajari, mengembangkan, dan menerapkan teknologi telekomunikasi dan komputer yang penting bagi pelaksanaan organisasi. Divisi ini terdiri atas Sub-Divisi Telekomunikasi, Sub-Divisi Pemrosesan Data secara Elektronik (pengembangan dan pengoperasian), Seksi Pencarian dan Arsip Otomatis, dan Seksi Penelitian dan Pembangunan. Divisi ini menyediakan untuk berbagai departemen dalam Sekretariat Jenderal, sama seperti untuk biro-biro organisasi regional dan Biro Nasional Pusat (NCB), dengan bantuan tekhnik dalam semua masalah yang berhubungan dengan telekomunikasi dan komputerisasi.  

4.  Badan Pengawas Pengontrolan Arsip Interpol

Sidang Umum telah menyetujui dibentuknya badan pengawas yang terdiri dari lima anggota kebangsaan yang berbeda pada pertemuannya yang ke-51 (Torremolinos, 1982). Tugas badan ini adalah memperifikasi bahwa informasi personal yang terdapat dalam arsip Interpol adalah :

a. Diperoleh dan diproses sesuai dengan ketentuan Konstitusi Organisasi dan interpretasinya diberikan oleh badan yang sesuai di organisasi.

b. Dicatat untuk tujuan khusus dan tidak digunakan dalam segala hal yang tidak sesuai dengan tujuan tersebut.

c. Akurat.

d. Disimpan untuk waktu terbatas disesuaikan dengan kondisi-kondisi yang telah ditetapkan oleh organisasi.

Penduduk nasional atau permanen dari negara anggota dapat meminta pada badan pengawas untuk menyediakan arsip yang diadakan oleh Interpol. Mereka juga dapat meminta badan ini untuk membuktikan bahwa informasi personal tentang mereka yang dilakukan oleh organisasi memenuhi kondisi-kondisi yang disebut diatas. Badan ini memberitahukan pihak yang meminta bahwa verifikasi yang diminta sudah dilakukan.

Badan ini bertemu tiga kali setahun. Ia menyerahkan laporan tahunan mengenai kegiatan-kegiatannya kepada Komite Eksekutif. Selama pertemuan tersebut dilaksanakan pemeriksaan informasi-informasi personal dalam arsip baik karena inisiatif sendiri atau permintaan pribadi.

5. Biro Pusat Nasional (NCBs)

Pengalaman telah menunjukan bahwa ada tiga faktor utama yang menghambat kerjasama internasional. Yang pertama, struktur yang berbeda dari berbagai kepolisian sering menyulitkan pihak luar untuk mengetahui departemen mana yang berkuasa dalam menangani suatu kasus atau menyediakan informasi. Kedua, fakta bahwa tiap negara mempunyai bahasa yang berbeda. Yang terakhir, masalah-masalah dapat timbul dikarenakan sistem hukum yang beranekaragam diseluruh dunia.

Maka untuk meminimalisasikan masalah-masalah ini, diputuskan tiap pemerintah negara anggota harus menunjuk satu departemen kepolisian tetap yang bertindak sebagai Interpol NCB negara tersebut dan bertindak sebagai ujung tombak untuk kerjasama internasional. Biasanya departemen yang dipilih merupakan tingkat tinggi dengan kekuasaan luas dan mampu untuk untuk membalas permintaan apapun dari Sekretariat Umum atau NCB lainnya dan mampu mengerahkan tindakan-tindakan kepolisian dalam skala besar dengan penegak hukum nasional lainnya jika diperlukan.

NCB ini beranggotakan petugas kepolisian atau pegawai pemerintah negara itu sendiri yang melaksanakan tugasnya sesuai dengan undang-undang negara yang bersangkutan.

NCB ini berhubungan langsung antara negara anggotanya. Bagaimanapun, mereka harus menjaga bahwa investigasi mereka diinformasikan pada Sekjen supaya dapat melakukan tugas utamanya dalam memusatkan informasi dan mengkordinasikan kerjasama.

6. Penasehat

Untuk membantu kasus-kasus khusus, Interpol dapat berkonsultasi dengan para penasehat yang diangkat oleh Komite Eksekutif. Mereka dipilih tiga tahun sekali dan memiliki keahlian tinggi serta reputasi tingkat dunia dalam bidang yang menjadi kepentingan organisasi.

7. Panitia Tetap pada Tekhnologi Informasi (SCIT)

SCIT ini terdiri atas ahli-ahli tekhnik yang mewakili beberapa negara NCB. Bertemu dua kali setahun untuk memberikan pendapat-pendapat dan nasehat-nasehat kepada Komite Eksekutif dalam setiap tekhnologi baru untuk dipertimbangkan penggunaanya oleh organisasi.

8. Keuangan (ICPO – Interpol) 

Sumber keuangan Interpol didapat dari kontribusi tahunan dari masing-masing pemerintah negara anggota. Kontribusi ini dinyatakan dalam “Budget  Units” dan setiap negara anggota membayar 2 sampai 150 unit per tahun. Apabila sebuah negara bergabung dengan Interpol, maka sebuah proposal diajukan kepada Komite Eksekutif yang berisi jumlah budget units yang akan dibayarkan setiap tahunnya, dimana nilai budget units tersebut ditentukan dalam Sidang Umum.

Yang bertanggungjawab atas anggaran adalah Sekjen, bersama Asisten Penasehat Bidang Keuangan, dan melaporkannya kepada Komite Eksekutif dan Sidang Umum. Pembiayaan dan manajemen Sekjen diperiksa dan dievaluasi oleh Badan Independen yang ditunjuk oleh Komite Eksekutif dan diputuskan dalam Sidang Umum untuk periode 3 tahun.

9. Bahasa Resmi

Bahasa resmi yang dipergunakan oleh organisasi ini ada empat, yaitu bahasa Perancis, Inggris, Spanyol, dan bahasa Arab.

F. (NCB – Interpol) Indonesia

1. Peranan NCB

Fungsi utama dari NCB adalah untuk menjamin efisiensi pertukaran informasi kriminal secara internasional baik untuk pencegahan maupun penyidikan tindak pidana. Dengan demikian NCB merupakan mata rantai yang penting antara kegiatan operasional negara-negara anggota apabila kegiatan tersebut memiliki elemen internasional.

NCB juga dapat mengambil tindakan demi kepentingan peradilan sesuai dengan UU nasional negara tersebut, misalnya melaksanakan penangkapan dengan tujuan untuk diekstradisikan. Walaupuan demikian permintaan tersebut berkaitan dengan kerjasama badan peradilan beberapa konvensi (seperti Konvensi Eropa tentang Ekstradisi) mengizinkan permintaan yang mendesak disalurkan melalui Interpol.

Berdasarkan pertukaran informasi rutin, NCB dapat mengembangkan databasenya untuk kejahatan dan pelaku kejahatan internasional. Analisa dari data tersebut sering dapat menambah nilai terhadap informasi yang tersedia sehingga bila ada permintaan bantuan akan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar khususnya dalam penyelidikan. 

Namun NCB harus dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menjamin agar keputusan-keputusan dan rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan oleh organisasi dilaksanakan sepenuhnya disamping juga melaksanakan pemantauan terhadap perkembangannya (misalnya : hasil Sidang Umum dan Keputusan-Keputusan Komite Eksekutif).

NCB ini dapat melaksanakan peranan yang penting dalam memastikan para perwira polisi, pembentuk opini, dan pengambil keputusan (contoh : politisi) selalu mendapatkan informasi dengan baik tentang peranan dan kontribusi Interpol di bidang penyidikan tindak pidana. Oleh karena itu NCB juga harus mengikuti media massa dan berbagai kepentingan di dalam kegiatan-kegiatan organisasi untuk menjamin ulasan yang fair dan akurat serta mengambil langkah yang tepat terhadap komentar yang kurang pada tempatnya.

NCB harus mengembangkan keahlian mengenai persyaratan-persyaratan dalam kerjasama kepolisian internasional. Hal ini sangat penting bagi setiap NCB dalam pelaksanaan tugasnya dan juga agar NCB mampu memberikan saran-saran bagi yang memerlukan pelayanannya.

NCB bertujuan untuk mengembangkan suatu hubungan kerja, tidak hanya dengan unit atau departemen pada lingkup instansinya tetapi juga berkaitan dengan kerjasama kepolisian internasional. Penekanan khusus harus diberikan dalam mengembangkan hubungan dengan badan-badan peradilan terutama yang berada diluar koordinasi Interpol yang juga menangani permintaan-permintaan internasional di bidang peradilan.

NCB yang merupakan perwakilan negaranya dalam Sidang Umum (ICPO -  Interpol) harus selalu siap dalam menjembatani hubungan-hubungan dan membantu Setjen (ICPO – Interpol) dalam mengadakan hubungan tersebut dengan instansi terkait. Demikian juga NCB mempunyai tanggung jawab untuk mengadakan hubungan tersebut atas nama Setjen (ICPO – Interpol) bila diperlukan.

NCB harus mengadakan kerjasama yang erat dengan Setjen (ICPO – Interpol) di dalam penyampaian informasi secara spontan maupun atas dasar permintaan. Untuk sistem informasi kriminal dan pencarian secara otomatis (Auto Search Facilities) harus benar-benar dilaksanakan secara efektif dan terdapat kesiapan dari NCB untuk mengadakan pertukaran informasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan nasional dan kebutuhan operasional. Fasilitas yang penting tersebut dibangun guna memberikan dukungan kepada setiap negara anggota karena salah satu tanggung jawab Setjen (ICPO – Interpol) adalah meningkatkan nilai data yang disediakan dengan menggambarkan seluruh kejadian yang terkait dalam bentuk informasi guna membantu tindakan-tindakan pencegahan dan penyidikan. 

Apakah suatu NCB harus bertindak sebagai koordinator dalam memenuhi permintaan kerjasama internasional dan sekaligus melaksanakan upaya hukum seperti yang diminta (melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan saksi) adalah merupakan sesuatu yang harus diputuskan oleh instansi yang berwenang dari negara anggota.

Sangat diharapkan bahwa lembaga yang dibentuk untuk menyelenggarakan kerjasama kepolisian internasional dalam konteks regional atau lain harus merupakan satu unit dengan NCB.

2. Sejarah (NCB – Interpol) Indonesia

Pada tahun 1952 Pemerintah Republik Indonesia mengirim dua orang utusan sebagai peninjau pada Sidang Umum (ICPO – Interpol) ke-21 di Stockholm, Swedia .Pada tahun 1954 Indonesia diterima menjadi anggota (ICPO – Interpol). 

Secara yuridis pembentukan NCB didasarkan pada pasal 22 Konstitusi (ICPO – Interpol) yang menyatakan bahwa setiap negara anggota harus ditunjuk suatu badan yang berfungsi sebagai Biro Pusat Nasional (National Central Bureau) guna menjamin hubungan dengan berbagai departemen atau instansi di dalam negeri dengan NCB negara lain dan dengan Sekjen (ICPO – Interpol).

Pada periode tahun 1952-1954 Pemerintah Republik Indonesia belum menunjuk suatu badan tertentu yang berfungsi sebagai NCB Indonesia. Seluruh permasalahan yang menyangkut tugas-tugas NCB Indonesia dilaksanakan oleh kantor Perdana Menteri Indonesia. Baru pada akhir tahun 1954, pemerintah Republik Indonesia menunjuk Jawatan Kepolisian negara sebagai National Central Bureau Indonesia untuk mewakili pemerintah Indonesia dalam organisasi (ICPO – Interpol) dan sebagai Kepala NCB Indonesia ditunjuk Kepala Kepolisian Negara. Untuk menindaklanjuti Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia tersebut maka dibentuklah Seksi Interpol pada Dinas Reserse Kriminal. Namun pada tahun 1956 Seksi Interpol dilepas dari Dinas Reserse Kriminal menjadi NCB Indonesia yang berada langsung dibawah Kepala Kepolisian Negara RI.

Dalam perkembangannya, NCB Indonesia mengalami banyak perubahan dimana pada tahun 1967 pada Markas Besar Angkatan Kepolisian dibentuk Biro Interpol yang diubah menjadi Sekretariat (NCB – Interpol) Indonesia dan berada dibawah Komandan Jenderal Komando Reserse. Pada tahun 1977 dibentuk Badan Kerjasama Internasional Kepolisian RI yang merupakan pelaksana NCB Indonesia ditambah tugas-tugas hubungan luar negeri umumnya. Seiring dengan perubahan organisasi Polri pada tahun 1984 Badan Kerjasama Internasional Kepolisian RI pun berubah kembali menjadi Sekretariat (NCB – Interpol) yang berkedudukan dibawah Kapolri yang bertugas membina, menyelenggarakan, dan melaksanakan fungsi Interpol di Indonesia. Pada tahun 1992 jabatan Kepala Sekretariat (Kaset) (NCB – Interpol) diubah menjadi Sekretaris (NCB – Interpol) (Ses NCB - Interpol) dimana sebutan jabatan tersebut berlaku sampai sekarang.

3. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Set (NCB – Interpol)

a. Kedudukan

Sekretariat (NCB – Interpol) Indonesia adalah badan pelaksana pusat pada tingkat Mabes Polri yang berkedudukan dibawah Kapolri.

b. Tugas

Set (NCB – Interpol) Indonesia bertugas membantu Kapolri termasuk selaku Kepala (NCB – Interpol) Indonesia dalam membina dan menyelenggarakan fungsi Interpol di Indonesia.                        

c. Fungsi

Fungsi dari Set (NCB – Interpol) Indonesia adalah :

1) Merumuskan dan menyiapkan kebijaksanaan Kapolri dalam bidang fungsi Interpol.

2) Merumuskan rencana dan program Polri dalam bidang pembinaan (NCB – Interpol) Indonesia.

3) Mengembangkan, merumuskan, dan menyiapkan petunjuk-petunjuk dan prosedur (NCB – Interpol) Indonesia.

4) Membina fungsi Interpol.

5) Menyelenggarakan komunikasi, korespondensi, pertukaran data dan informasi kriminal dengan negara-negara anggota (ICPO – Interpol) dalam rangka pelaksanaan fungsi Interpol.

6) Melaksanakan pembinaan Perwira Penghubung (Liaison Officer) Polri di luar negeri.

7) Mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan badan-badan di dalam dan di luar Polri untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

8) Mengawasi, mengendalikan, dan mengevakuasi pelaksanaan tugas-tugas Interpol di Indonesia.

9) Mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kapolri mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya. 

4. Struktur Organisasi (NCB – Interpol) Indonesia

Jabatan Struktural dalam Organisasi adalah sebagai berikut :

a. Sekretaris NCB - Interpol (Ses NCB - Interpol)

Ses NCB - Interpol adalah pembantu pimpinan dan pelaksana Kapolri dalam penyelenggaraan kegiatan dan pelaksanaan fungsi Interpol. Ia bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kewajibannya kepada Kapolri dan dalam tugas sehari-hari di bidang Operasional dikoordinasikan oleh Deops Kapolri. Sedangkan yang berkenaan dengan tugas Pembinaan dikoordinasikan oleh Demin Kapolri.

b. Wakil Sekretaris NCB - Interpol (Wases NCB - Interpol)

Wases NCB - Interpol adalah pembantu utama Ses NCB - Interpol dalam memimpin pelaksanaan tugas Set (NCB – Interpol) Indonesia, khususnya dalam menyeleggarakan fungsi Interpol serta pengawasan staf dan administrasi di lingkungan Set (NCB – Interpol) Indonesia.

c. Bagian Pembinaan (Bagbin)

Bagbin Set (NCB – Interpol) bertugas membantu Set (NCB – Interpol) Indonesia dalam memimpin pelaksanaan tugas Set (NCB – Interpol) khususnya dalam penyelenggaraan pembinaan fungsi dilingkungan Set (NCB - Interpol)

Dalam pelaksanaan tugas kewajibannya Kabagbin dibantu oleh :

1) Sub Bagian Perencanaan yang bertugas menyelenggarakan dan melaksanakan penyusunan rencana program dan anggaran serta pengumpulan dan pengolahan data.

2) Sub Bagian Administrasi yang bertugas menyelenggarakan dan melaksanakan pembinaan personel dan peralatan khusus serta pembinaan administrasi personel dan logistik.

d. Tata Usaha dan Urusan Dalam (Taud)

Taud Set (NCB – Interpol) adalah unsur pelayanan pada Set (NCB – Interpol) Indonesia yang bertugas menyelenggarakan urusan ketatausahaan, urusan dalam dan pelayanan keuangan dilingkungan Set (NCB – Interpol) Indonesia.

Dalam pelaksaannya tugasnya, kewajiban Kataud dibantu oleh :

1) Kepala Urusan Tata Usaha (Kaurtu)

2) Kepala Urusan Dalam (Kaurdal)

3) Juru Bayar (Juyar)

e. Departemen Interpol (Dep Interpol)

Dep Interpol bertugas menyelenggarakan kerjasama Interpol nasional kepolisian dalam rangka penanggulangan kejahatan internasional berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD ART) (ICPO – Interpol).

Dalam pelaksanaan tugasnya, kewajibannya Kadep Interpol dibantu oleh :

1) Sub Dep Koordinator Operasional

2) Sub Dep Informasi

f. Departemen Kerjasama Internasional (Dep Kersin)

Dep Kersin bertugas menyelenggarakan fungsi Interpol di bidang kerjasama internasional. Dalam pelaksanan tugas dan kewajibannya Kadep Interpol dibantu oleh :

1) Sub Dep Kerjasama Luar Negeri

2) Sub Dep Protokol

g. Departemen Komunikasi Radio dan Data Internasioanl (Dep Komrata Internasional)

Dep Komrata Internasional bertugas melenggarakan hubungan komunikasi dari data Interpol. Dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya, Kadep Komrata Internasional dibantu oleh :

1) Sub Dep Komunikasi Radio

2) Sub Dep Komunikasi Data

h. Pok Ahli

Pok Ahli terdiri dari sejumlah tenaga ahli dibidang Interpol dalam jabatan fungsional yang bertugas melaksanakan pekerjaan teknis sesuai dengan keahliannya.

i. Liaision Officer

Terdiri dari sejumlah Perwira yang ditugaskan pada beberapa negara anggota (ICPO – Interpol) yang bertugas sebagai Perwira Penghubung Set (NCB – Interpol) Indonesia dengan kepolisian negara yang bersangkutan dalam rangka penanggulangan kejahatan internasional.

G. (ICPO – Interpol) dan Kejahatan Narkoba

(ICPO – Interpol) mempunyai Sub - Divisi Narkotika dan obat-obatan terlarang yang khusus berupaya menanggulangi peyalahgunaan dan perdagangan narkotika dan obat-obatan terlarang, dimana Sub - Divisi ini bertanggung jawab terhadap beberapa tugas yang dimaksudkan untuk membantu petugas penanggulangan obat terlarang.


Sub - Divisi ini mengoperasikan suatu sistem pelaporan intelejen yang efektif dan menguntungkan negara anggota, menyoroti kasus - kasus penyitaan narkotika dalam jumlah yang besar dan melukiskan kecenderungan - kecenderungan baru dari penyalur, jenis narkotika dan obat-obatan terlarang yang disita, modus operndi yang digunakan, dan rute perjalanan yang dilalui.


Aktifitas - aktifitas yang berhubungan dengan narkotika dan obat-obatan terlarang ditangani oleh dua grup : Grup I menangani Ganja atau Opium dan Grup II menangani Kokain dan Obat - obat Psikotropika. Kedua grup ini bertugas mengumpulkan informasi penyitaan, mengkoordinir peyelidikan internasional, mensirkulasikan informasi tentang teknik dan strategi, berkoordinasi dengan berbagai badan PBB, meyediakan bantuan pada setiap NCB, mengatur pertemuan untuk membicarakan kasus yang sedang berlangsung, mengevaluasi secara periodik situasi perdagangan atau peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang di berbagai belahan bumi.


Kantor Perwakilan Pengontrolan Narkotika dan Obat-obatan Terlarang di Bangkok, Thailand mempunyai dua perwira staf dan satu sekretaris yang berasal dari negara tersebut, yang menitikberatkan perhatiannya pada penanggulangan peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang di Asia Tenggara.


Telah bertahun-tahun Sub - Divisi Narkotika dan Obat-obatan Terlarang melancarkan program untuk menagani berbagai permasalahan. Hingga saat ini program - program yang menonjol pada aktifitas - aktifitas yang telah dilakukan mencakup :

1. Program strategis penanggulangan perluasan peredaran Kokain di Eropa.

2. Sistem intelejen strategis (Sis menyediakan data penyitaan narkotika dan obat-obatan terlarang diseluruh dunia secara komputerisasi.

3. Program Monitor diversi narkotika dan zat kimia yang penting dari yang semula bersifat legal kemudian diperdangkan secara gelap.

4. Program menanggulangi peredaran heroin melalui rute Balkan.

5. Program monitor penyalur - penyalur dari berbagai kebangsaan dan kelompok etnis.

Sub - Divisi ini memproduksi berbagai dokumen untuk membantu petugas penanggulangan narkotika dan obat-obatan terlarang dalam menjalankan tugas. Laporan - laporan intelejen sangat penting dalam penyitaan, dan setiap kecendrungan baru dalam perdagangan internasional dikirim kemasing - masing negara anggota setiap minggu.

Publikasi reguler lainnya mencakup laporan tahunan mengenai peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang internasional dan laporan statistik nasional mengenai produksi gelap dan pemakain dan peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang. Kedua laporan ini diajukan pada Sidang Umum Interpol setiap tahunnya.

Adapun mengingat kejahatan narkotika dan obat-obatan terlarang perlu ditanggulangi sesuai kawasannya, maka untuk kawasan Asia Tenggara dan Timur jauh perlu dibentuk Liasion Officer pada resolusi Interpol Regional Conference tahun 1974. Maksud dan tujuan diadakannya Interpol LO adalah untuk meningkatkan dan mengaktifkan bentuk kerjasama internasional khusus dikawasan yang dilingkupi Interpol LO dalam menanggulangi bahaya narkotika dan obat-obatan terlarang.

Atas nama (ICPO – Interpol) LO harus mengadakan hubungan kunjungan ke negara-negara didalam zone yang bersangkutan untuk mengumpulkan, membuat laporan ke semua negara dalam zone yang meliputi :

1. Materi laporan meliputi trend perdagangan narkotika dan obat-obatan terlarang, “Nerve Center”  lalu lintas narkoba, asal bahan - bahan narkotika tersebut, identitas “Highly Suspected Persons” penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang, jalur arus informasi dan kerjasama dengan negara - negara lain serta hambatannya.

2. Negara - negara yang dilingkupi Interpol LO meliputi Hongkong, Indonesia, Myanmar, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Vietnam serta Brunei Darussalam.

Pada perkembangan selanjutnya, Sekjen (ICPO – Interpol) menghimbau kepada negara - negara anggota untuk secara bilateral meningkatkan kerjasama dengan menempatkan LO di negara masing - masing. 42
39 Sardjono, op.cit., hal.5.


40 http  : www. Interpol.org.


41 http : //www.Interpol.com/


42  Sardjono, op.cit, hal. 68 – 69.
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